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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
A. Defenisi Sistem
Defenisi sistem Turban (2007:54) menyataan, “sistem adalah kumpulan objek seperti orang, sumber daya, konsep dan prosedur yang dimaksudkan untuk melakukan suatu fundi yang dapat di identifikasi atau untuk melayani suatu tujuan”.
Bonita dalam Bambang Hartono (2013:10), “sistem adalah any group of interrelated components or parts which function together to achieve goal (Sehimpunan bagian-bagian atau komponen yang saling berkaitan dan secara bersama-sama berfungsi atau bergerak untuk mencapai suatu tujuan)”.
B. Defenisi Keputusan
Mulyadi (2015:189), “Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas”.
Simon dalam Ivancevich,dkk (2017:159) membedakan dua tipe keputusan, yaitu :
1. Keputusan Terprogram
Ketika situasi tertentu sering terjadi, sebuah prosedur rutin akan di buat untuk mengatasi situasi tersebut. Sebuah keputusan disebut keputusan terprogram jika bersifat berulang, rutin dan memiliki prosedur penanganan yang baku.
2. Keputusan Tidak Terprogram
Sebuah keputusan di sebut keputusan tidak terprogram ketika benar-benar baru dan belum terstruktur. Tidak ada prosedur yang pasti dalam menangani masalah tersebut, baik karena belum pernah di temukan situasi yang sama sebelumnya, atau karena bersifat sangat kompleks atau sangat penting.
C. Definisi Sistem Pendukung Keputusan
Alter dalam kusrini (2017:15) mendefenisikan, DSS merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan manipulasi data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 
Gorry dan Scoot Morton dalam Turban (2017:19) mendefenisikan, “DSS sebagai sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur”.
Sistem pendukung keputusan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan lebih ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas.
Menurut Turban dalam Kusrini (2017:16), ada berbagai alasan mengapa sistem pendukung keputusan diperlukan, antara lain :
1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semiterstruktur.
2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer.
3. Meningkatkan efektifitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensi.
4. Kecepatan komputasi
Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah.
5. Peningkatan produktifitas
Membangun satu kelompok pengambil keputusan, terutama para pakar.
6. Dukungan kualitas
Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang di akses makin banyak juga alternative yang bisa di evaluasi.
7. Berdaya saing
Manajemen dan pemberdayaan sumber daya perusahaan. Tekanan persaingan menyebabkan tugas pengambil keputusan menjadi sulit.
8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan.
Untuk menghasilkan keputusan yang baik ada beberapa karakteistik yang diharapkan. Turban dalam Kusrini (2007:20), mengungkapkan karakteristik sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut :
1. Dukungan kepada pengambil keputusan, terutama pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi terkomputerisasi.
2. Dukungan untuk sesame level manajerial, dari eksekutif puncak sampai manajer lini.
3. Dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur sering memerlukan keterlibatan individu dari departemen dan tingkat operasional yang berbeda atau bahkan dari organisasi lain.
4. Dukungan untuk keputusan independen atau sekuensial.
5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelegensi, desain, pilihan, dan implementasi.
6. Dukungan di berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan.
7. Adaptifitas sepanjang waktu. Pengambilan keputusan seharusnya reaktif bisa menghadapi perubahan kondisi secara cepat dan mengadaptasi SPK untuk memenuhi perubahan tersebut.
8. Pengguna merasa seperti dirumah. Rumah-pengguna. Kapabilitas grafis sangat kuat, dan antarmuka manusia-mesin yang interaktif dengan satu bahasa alami bisa sangat meningkatkan efektifitas SPK.
9. Peningkatan efektifitas pengambilan keputusan (akurasi timelines, kualitas) ketimbang pada efisiensinya (biaya pengambilan keputusan).
10. Kontrol penuh oleh pengambil keputusan terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah.
11. Pengguna akhir bisa mengembangkan dan memodifikasi sendiri sistem sederhana.
12. Biasanya, model-model digunakan untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan.
13. Akses disediakan untuk berbagi sumber data, format dan type.
14. Dapat digunakan sebagai alat standalone oleh seorang pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan pada suatu organisasi secara keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang persediaan.
D. Defnisi Reward 
Suparno (2015:155), menyatakan “Reward adalah semua hal yang di sediakan organisasi untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan individual”.
Suparno (2015:155) membagi dua jenis reward, yaitu :
1. Ekstrinsik kompensasi
Memuaskan kebutuhan dasar untuk survival dan security dan juga kebutuhan sosial dan pengakuan. Pemuasan ini diperoleh dari faktor-faktor yang ada di sekeliling para karyawan disekitar pekerjaannya, misalnya upah,pengawasan, co worker, dan keadaan kerja.
2. Intrinsik Kompensasi
Memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya untuk kebanggaan, penghargaan serta pertumbuhan dan perkembangan yang dapat diperoleh dari factor-faktor yang melekat dalam pekerjaan karyawan itu, seperti tantangan karyawan atau interest suatu pekerjaan yang diberikan, tingkatan keragaman/variasi dalam pekerjaan, adanya umpan balik, dan otoritas pengambilan keputusan dalam pekerjaan serta signifikan makna pekerja bagi nilai-nilai organizational.
Rivai (2009:769) menggolongkan reward atau insentif menjadi dua jenis, yaitu :
1. Insentif Individu
Program insentif individu bertujuan untu memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencpai standar prestasi tertentu. Insentif individu bisa berupa upah per output (misalkan menggunakan satuan potong) dan upah per waktu (misalkan menggunakan jam) secara langsung. Pada upah per potong terlebih dahulu ditentukan berapa yang harus dibayar untuk setiap unit yang dihasilkan.
2. Insentif kelompok
Pembayaran insentif individu seringkali sukar untuk dilaksanakan karena untuk menghasilkan sebuah produk yang membutuhkan kerjasama, atau ketergantungan dari seseorang dengan orang lain. Oleh sebab itu, insentif dapat diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang di tetapkan. Para anggotanya dapat dibayarkan dengan tiga cara yaitu :
a. Seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang di terima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kerjanya.
b. Semua anggota kelompok menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh mereka yang paling rendah prestasi kerjanya.
c. Seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yag di terima oleh kelompok.
E. Defenisi Kinerja
Prawirosentono dalam Lijan (2012:5) mengemukakan, kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral dan etika.

Mangkunegara dalam Suparno (2015:131) menyatakan, istilah kinerja dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai denga tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Rivai (2009:548) mendefinisikan, “kinerja merupakan prilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.
F. Definisi Penilaian Kinerja
Rivai (2009:549) mengemukakan, “Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran”.
Tujuan penilaian kinerja pada perusahaan, dikemukakan Rivai (2009:551) sebagai berikut :
1. Mempengaruhi pengembangan, yang meliputi :
a. Identifikasi kebutuhan pelatihan
b. Umpan balik kinerja
c. Menentukan transfer dan penugasan
d. Identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan
2. Pengambilan keputusan administrative, yang meliputi :
a. Keputusan yang menetukan gaji, promosi, mempertahankan atau memberhentikn karyawan
b. Pengakuan kinerja karyawan
c. Pemutusan hubungan kerja
d. Mengidentifikasi yang buruk
3. Keperluan perusahaan, yang meliputi :
a. Perencanaan SDM, menentukan kebutuhan pelatihan
b. Evaluasi pencapaian  tujuan perusahaan
c. Informasi untuk identifikasi tujuan
d. Evaluasi terhadap sistem SDM
e. Penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan
4. Dokumentasi, yang meliputi :
a. Kriteria untuk validasi penelitian
b. Dokumentasi keputusan-keputusan tentang SDM
c. Membantu untuk persyaratan hokum
Pada dasarnya dari sisi praktiknya yang lain dilakukan di setiap perusahaan, tujuan penilaian kinerja karyawan dapat dibedakan menjadi dua menurut Rivai (2009:553), yaitu :


1. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu
Praktiknya masih banyak perusahaan yang menerapkan penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lampau, hal ini disebabkan kurangnya pengertian tentang manfaat penilaian kinerja sebagai sarana untuk mengetahui potensi karyawan. Tujuan penilaian kinerja yang beroriantasi pada masa lalu ini adalah :
a. Mengendalikan prilaku karyawan dengan menggunakannya sebagai instrument untuk memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman.
b. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi
c. Menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu.
2. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan apabila dirancang secara tepat, sistem penilaian ini dapat :
a. Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya.
b. Merupakan instrument dalam membantu tiap karyawan mengerti kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sendiri yang dikaitan dengan peran dan fungsi dalam perusahaan.
c. Menambah adanya kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan penyelia sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja dan merasa senang bekerja dan sekaligus mau memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya pada perusahaan.
d. Merupakan instrument untuk memberikan peluang bagi karyawan untuk mawas diri dan evaluasi diri serta menetapkan sasaran pribadi sehingga terjadi pengembangan yang direncanakan dan dimonitor sendiri.
e. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus menerus meningkatkan prilaku dan kualitas bagi posisi-posisi yang tingkatnya lebih tinggi.
f. Membantu dalam berbagai keputusan SDM dengan memberikan data tiap karyawan secara berkala.
Penilaian kinerja membutuhkan mekanisme yang efektif agar dapat diterima dan digunakan dengan baik. Berikut adalah skema mekanisme penilaian kinerja karyawan menurut Rivai (2009:556), sebagai berikut :
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(Sumber : Rivai, 2009:556)
Gambar II.1 Mekanisme Penilaian Kinerja Karyawan


G. Konsep Dasar Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Bentuknya sederhana, fleksibel dan berdaya guna besar (powerfull) untuk mendukung suatu proses pengambilan keputusan dengan multi kriteria. AHP sering digunakan untuk menentukan pilihan dari berbagai alternative yang sulit.
AHP banyak digunakan karena dapat mengembangkan kemampuan seseorang untuk menggunakan logikanya dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Hal ini dimungkinkan karena AHP menyediakan suatu prosedur untuk membuat prioritas terhadap pilihan-pilihan yang kaku, baik itu alternative tindakan, perencanaan atau kebijakan. AHP bekerja berdasarkan kombinasi input berbagi pertimbangan dari pembuat keputusan yang didasarkan pada informasi tentang elemen-elemen pendukung keputusan tersebut, yaitu untuk menentukan suatu set pengukuran prioritas dalam rangka evaluasi terhadap berbagai alternative yang akan diambil dalam suat produk keputusan. Prosedur AHP dimulai dengan identifikasi berbagai elemen pendukung keputusan dan melakukan penilaian atasnya berdasarkan tingkat kepentingan, preferensi dan keberpihakan. Elemen-elemen ini dapat berupa alternative tindakan, kriteria dan atribut yang pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan prioritas atau peringkat dari serangkaian alternative keputusan yang akan diambil. Prinsip dasar AHP dalam Kusrini(2007:133) adalah :
1. Membuat Hierarki
Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahnya menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan menggabungkannya atau mensintesisnya.
2. Penilaian Kinerja dan Alternatif
Kriteria dan alternative dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai defenisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty bisa diukur menggunakan tabel berikut ini :
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3. Synthesis of Priority (menentukan prioritas)
Untuk setiap kriteria dan alternative, perlu dilakukan perbandinga berpasangan (Pairwise Comparisons). Nilai-nilai perbandingan relative dari seluruh alternative kriteria bisa disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika.
4. Logical Consistency (Konsistensi Logis)
Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, meyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.
H. Prosedur Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Pada dasarnya prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP menurut Kusrini (2007:135), meliputi :
1. Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.
2. Menentukan prioritas elemen
a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
b. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya.


3. Sintesis
Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :
a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks.
b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.
c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.
4. Dalam membuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah.Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :
a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya.
b. Jumlahkan setiap baris.
c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan.
d. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut  maks.
5. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus :
CI = ( maks-n)/n
Dimana n = banyaknya elemen.
6. Hitung rasio konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan rumus :
CR = CI/RI
Dimana 	CR	= Consistency Ratio
 	CI	= Consistency Index
 	RI	= Random Consistency Index
7. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10 %, maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/RI) kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar.
Daftar Random Consistency Index (RI), bisa dilihat dalam tabel
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2.2 Penelitian Terkait
Dalam skripsi ini, penulis melakukan kajian dari beberapa penelitian sebelumnya,  diantaranya adalah menurut Rachmawati, dkk (2015:13), “Penilaian yang baik, adalah penilaian yang dilakukan secara formal, sehingga subjektivitas dapat dihilangkan. Penilaian dan umpan balik kinerja formal merupakan suatu kajian kinerja yang terstruktur, dimana supervisor atau tim HRD menilai setiap karyawan dengan menggunakan prosedur secara resmi, yaitu suatu sistem/ prosedur yang dirancang oleh organisasi untuk menilai/ mengevaluasi kinerja karyawan secara regular dan sistematis”.

Pada jurnal terkait lainnya menurut Mufizar, dkk (2015:581) “Dengan penilaian yang tidak rinci, dikhawatirkan akan adanya penilaian yang bersifat subjektif yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi guru yang tidak menerima prestasi. Masalah yang terjadi dalam proses evaluasi (penilaian) kinerja guru diantaranya adalah subyektifitas pengambilan keputusan akan terasa, terutama jika beberapa guru yang ada memiliki kemampuan (dan beberapa pertimbangan lain yang tidak jauh berbeda)”.

Pada jurnal tersebut terdapat permasalahan yang sama dengan penelitian yang sedang di teliti oleh penyusun sehingga menjadikan referensi dan bahan pertimbangan mengenai penentuan penilaian kinerja, agar dapat sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan serta menghindari kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial.
Sedangkan Utomo, dkk(2015: 110-111), berpendapat “setelah penilaian kinerja selesai dilakukan, maka selanjutnya akan diberikan reward, punishment atau bahkan promosi terhadap karyawan yang bersangkutan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu memberikan keputusan dalam memberikan reward, punishment maupun promosi yang sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan, untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi karyawan yang paling berpotensi”.
2.3 Tinjauan Organisasi/Objek Penelitian
A. Sejarah Perusahaan
PT. Bank Muamaat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 November 1991, di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. 
Selanjutnya pada acara silahturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994 hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyadang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan in semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan bergam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.
Saat ini kantor pusat Bank Muamalat Indonesia Tbk beroperasi di alamat Gedung Mumalat Tower Jl. Prof Dr. Satrio Blok D3 Kelurahan Kuningan Timur Jakarta Selatan dan terus mengembangkan produk serta layanan demi tercapainya visi dan misi Bank Muamalat.
B. Visi dan Misi Perusahaan
Adapun visi yang ingin dicapai PT. Bank Muamalat Tbk, yaitu “The BestIslamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”. Sedangkan misinya adalah Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.
C. Struktur dan Fungsi Organisasi
Struktur organisasi RCPC adalah sebagai berikut :


Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Divisi Retail Centralized Processing Center
Gambar II.2 Struktur Organisasi Divisi Retail Centralized Precessing Center
Tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :
1. Direktur Operasional
[bookmark: _GoBack]Direktur fungsi back office yng memiliki tugas utama dalam pengelolaan transaksi dan layanan operasional bank.
2. Kepala Divisi
Kepala bagian divisi operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi perihal operasioanl yang berjalan dalam divisi tersebut.
3. Kepala Departmen
Memimpin tim kerja dari setiap bagian dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Divisi.
4. Supervisor
Merencanakan, mengarahkan dan 	mengkontrol tugas dan proses kerja staff.
5. Staff
Mengelola dan menjalankan proses kerja sesuai jobdesk yang telah ditetapkan.
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1 Kedua elemen sama pentingnya

3

Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 

yang lainnya.

5

Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang 

lainnya

7

Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya

2.4.6.8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Kebalikan

Jika untuk aktifitas I mendapat satu angka dibandingkan 

dengan aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya 

dibandingkan dengan i

(Sumber : Kusrini,2007:134)
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0.58 0,9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49


